RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: penetapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.
LAKIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan untuk menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sekaligus memberikan gambaran keberhasilan atau kekurang-berhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2010 adalah gambaran secara transparan atas pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan selama tahun anggaran 2010 yang telah ditetapkan dengan sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun anggaran tersebut, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. RENSTRA tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
Dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, telah dilakukan penetapan sasaran, tujuan dan strategi dalam rencana kerja satu tahun yaitu Rencana Kerja tahun 2010 (Renja Tahun 2010), yang selanjutnya dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Perhubungan Tahun 2010.
Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang tertuang dalam RKA-KL tersebut dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam formulir (PKK). Pengukuran kinerja kegiatan tersebut dilakukan dengan membandingkan Capaian Kinerja (Performance Result) Tahun Anggaran 2010 dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2010 berikut revisinya. Hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Kementerian Perhubungan pada tahun 2010.  
Untuk mengukur capaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), melalui perbandingan antara target sasaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pencapaian sasaran pada akhir tahun, yang selanjutnya dituangkan dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja yang tertuang dalam Formulir PKK terhadap rencana kinerja tahunan (RKT) sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) yang dapat dipergunakan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kemenhub Tahun 2010-2014, pada tahun 2010 Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 17,89 Trilyun (Pagu DIPA awal  Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15,83 Trilyun) yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 16,05 Trilyun dan PHLN sebesar Rp. 1,84 Trilyun serta terdapat alokasi dana Bagian Bendahara Umum (BA. 999) sebesar Rp. 2,75 Milyar.
Realisasi penyerapan anggaran DIPA Kementerian Perhubungan TA. 2010 (BA. 022) posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 86.56% atau sebesar  Rp. 15.48 Trilyun dari total pagu DIPA, yang terdiri dari:
1. Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 14.49 Trilyun (90,29%) dari pagu sebesar Rp.16.05 Trilyun.
2. Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 998,62 Milyar (54,12 %) dari pagu sebesar Rp.1.84 Trilyun. 
3. Untuk realisasi penyerapan anggaran DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum (BABUN) / BA.999 TA. 2010 untuk keuangan sebesar 87,84 % dan fisik sebesar 87,87 %.
Dari total pagu sebesar Rp. 17,89 Trilyun, dalam pelaksanaannya terdapat sebagian dana yang tidak terserap yaitu sebesar  Rp. 2,40 Trilyun, yang  terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1,55 Trilyun, dan PHLN sebesar            Rp. 846,64 Milyar. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, antara lain terkena tanda bintang, penundaan pelaksanaan kegiatan dan duplikasi dari kegiatan Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :
1. Rupiah Murni (RM) yang tidak terserap sebesar Rp. 1,55 Trilyun, dengan komposisi sebagai berikut :
a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 37,54 Milyar (11,63 %) dari total dana sebesar Rp 322,94 Milyar;
b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 14,49 Milyar (20.41%) dari total dana sebesar Rp 71 Milyar;
c. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 131,66 Milyar (7.18%) dari total dana sebesar Rp 1,83 Trilyun;
d. Ditjen Perkeretaapian Rp. 154,66 Milyar (5,08 %) dari total dana sebesar Rp 3,04 Trilyun;
e. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 282,67 Milyar (7,15 %) dari total dana sebesar Rp 3,95 Trilyun;
f. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 497,71 Milyar (11,63 %) dari total dana sebesar Rp 4,28 Trilyun;
g. Badan Litbang sebesar Rp. 6,73 Milyar (7,67 %) dari total dana sebesar Rp 87,82 Milyar;
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp. 433,80 Milyar (17,68 %) dari total dana sebesar Rp 2,45 Trilyun.
2. PHLN yang tidak dapat terserap adalah sebesar Rp. 846,64 Milyar, dengan komposisi sebagai berikut :
a. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp.4,24 Milyar (84,72%) dari pagu dana PHLN sebesar Rp. 5 Milyar;
b. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp. 419,69 Milyar (48,26 %) dari pagu dana PHLN sebesar Rp. 869,63 Milyar;
c. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 318,31 Milyar (47,62%) dari pagu dana PHLN sebesar Rp. 668,40 Milyar;
d. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 33,47 Milyar (18,31%) dari pagu dana PHLN sebesar Rp. 182,84 Milyar;
e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebear Rp 70,92 Milyar (59,41%) dari pagu dana PHLN sebesar Rp.119,39 Milyar.
Dengan penyerapan dana APBN Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.48 Trilyun maka outcome yang bisa diperoleh sesuai dengan 5 (lima) sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Kemenhub 2010 – 2014 antara lain sebagai berikut :
Sasaran 1, meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka outcome yang diperoleh yaitu :
1. Di bidang Angkutan Jalan, terdapat 1 set alat uji fasilitas perlengkapan jalan nasional dan 2 set RPPJ serta Nomor Rute yang terpasang di Jalan Nasional, dimana capaian sasarannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan transportasi darat.
2. Di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), terdapat 4 lokasi pembangunan breakwater, 1 unit SBNP pelabuhan penyeberangan  dan 1 lokasi pengerukan alur dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan ASDP dimana capaian sasarannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan ASDP.
3. Di bidang perkeretaapian, tersusun Laporan hasil penyidikan dan penelitian kecelakaan sebanyak 68 laporan sebagai rekomendasi dan tindak lanjut untuk mengurangi tingkat kecelakaan dimana capaian sasarannya adalah 83,95% dengan targetnya adalah 81 laporan.
4. Di bidang angkutan laut, terdapat pembangunan baru, lanjutan dan penyelesaian Kapal Patroli, navigasi, Inpection boat dan marine surveyor sebanyak 34 unit dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi laut dimana capaian sasarannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
5. Di bidang angkutan udara, terdapat kegiatan pembangunan fasilitas keamanan penerbangan sebanyak 259 paket dimana capaiannya adalah 95,93% dengan targetnya adalah 270 paket dan dihasilkan tingkat penurunan angka fatalitas kecelakaan per satu juta penumpang dari 0.15 yang ditargetkan menjadi 0.11  atau ada penurunan sebesarr 26.67 %. 
Sasaran 2 , meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah, maka outcome yang diperoleh yaitu :
1. Di bidang Angkutan Jalan, beroperasinya angkutan bus perintis di daerah terpencil sebanyak 37 unit dengan tingkat capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil.
2. Di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, beroperasinya 19 kapal penyeberangan perintis dimana tingkat capaiannya adalah sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil.
3. Di bidang perkeretaapian, terealisasinya pengadaan kereta makan penumpang kelas ekonomi yang dilengkapi dengan pembangkit listrik dan fasilitas penyadang cacat (KMP3) dan pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi (K3) sebanyak 27 unit dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana untuk pengangkutan penumpang kelas ekonomi dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

4. Di bidang angkutan laut, beroperasinya 7 unit kapal Perintis dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dan siap operasi untuk memenuhi pelayanan pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan.
5. Di bidang angkutan udara, terdapat 155 bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis dimana capaiannya adalah 104,03% dari target awalnya yaitu 149 bandara dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas daerah terpencil. 

Sasaran 3, meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi, maka outcome yang diperoleh yaitu :
1. Di bidang Angkutan Jalan, terlaksananya pembangunan 14 terminal dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau pelayanan angkutan umum.
2. Di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, terdapat 11 dermaga sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan penyeberangan yang baik.
3. Di bidang perkeretaapian, terdapat 28,59 Km Spoor Jalan KA yang di bangun (Jalur Ganda) dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan kereta api dimana capaiannya adalah 103,62% dengan targetnya adalah 27,59 Km Spoor.
4. Di bidang angkutan laut, terdapat 19 lokasi pembangunan pelabuhan baru dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pelayanan transportasi laut dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dan terjadi peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut  dalam rangka pelayanan transportasi laut.
5. Di bidang angkutan udara, terdapat 65 bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi udara.
Sasaran 4, peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi, maka outcome yang diperoleh yaitu :
1. Tersusunnya 5 (lima) Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan  Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Terdapat 2 (dua) laporan Program Kerja RAN-PK Kemenhub untuk pencegahan Tindak KKN di lingkungan Kemenhub dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Terdapat 22 Peraturan Perundang-undangan di bidang transportasi darat yang sudah ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi yang berstandarisasi dimana capaiannya adalah 137,50% dari target 16 peraturan perundang-undangan transportasi darat.
4. Terdapat 119.593 lulusan Diklat bidang transportasi  mempunyai kompetensi tinggi, berstandar  internasional, profesional serta didukung  fisik/jasmani yang prima dengan rincian 2.142 lulusan Diklat Transportasi Darat (STTD), 115.042 lulusan Diklat Transportasi laut (STIP), 2.409 lulusan Diklat Transportasi Udara (STPI), dimana total capaiannya adalah 99,15 % dengan targetnya yaitu 120.613 lulusan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan.
Sasaran 5, meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim, maka outcome yang diperoleh yaitu :
1. Tersedianya 445 unit converter kit pada kendaraan umum dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka menekan angka emisi gas buang yang dapat mempengaruhi perubahan iklim.
2. Sertifikasi 279 sarana perkeretaapian yang memenuhi standar kelaikan dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan standar kelaikan sarana perkeretaapian.
3. Tersusunnya 1 (satu) buku konsep rumusan kebijakan dan rencana aksi sektor transportasi untuk mengantispasi perubahan iklim serta dampak yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan pembangunan sektor transportasi dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Tersusunnya 1 (satu) buku arahan pengembangan, program serta prioritas tahapan implementasi pemanfaatan energi transportasi yang sejalan dengan kebijakan energy mix.  2025 untuk  penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien dimana capaiannya adalah 100% sesuai dengan yang ditargetkan.
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